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BUPATI BANGKA TENGAH 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 
 

SALINAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 
NOMOR  2  TAHUN 2025 

 
TENTANG 

 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

BUPATI BANGKA TENGAH, 
 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dengan melampirkan Laporan 
Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun 

anggaran berakhir, maka perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 

 
 
Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000               
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4033); 
 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, 
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4268); 
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4287); 
 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004          
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia 
Nomor 4400); 
 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem  
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia                
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             
Nomor 4614); 
 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang  
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 
 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 
 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 
 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan 
Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6173); 
 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178); 
 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           
Nomor 6323); 
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 
 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang 
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909); 
 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah       
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah          
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350); 
 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 
 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 5  
Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah      
Tahun 2021 Nomor 291); 
 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 6   
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024  
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 
Nomor 319); 
 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 
Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan      
dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 
Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah         
Tahun 2024 Nomor 330); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 

 
dan 

 
BUPATI BANGKA TENGAH 

 
 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. 

 
 
 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah. 
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah 
yang ditetapkan dengan Perda. 

5. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui 
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode 
tahun anggaran berkenaan. 

6. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah 
dana yang bersumber dari pendapatan tertentu anggaran 
pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada 
Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu 
dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan 
keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 

7. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah 
dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan 
dan belanja negara yang dialokasikan dengan tujuan 
pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk 
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi. 

8. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah 
dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan 
dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah 
tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan 
khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah. 
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah 

yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam 
periode tahun anggaran berkenaan. 
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10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan/atau pengeluaran yang diterima kembali, baik 
pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun 

anggaran berikutnya. 
 
 
 

BAB II 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 

TAHUN ANGGARAN 2024 
 
 

Pasal 2 
 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, 
berupa laporan keuangan yang memuat: 
a. laporan realisasi anggaran; 
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 
c. laporan operasional; 
d. laporan perubahan ekuitas; 

e. neraca; 
f. laporan arus kas; dan 
g. catatan atas laporan keuangan. 

 
 

Pasal 3 
 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 huruf a, sebagai berikut: 
a. Pendapatan Daerah           Rp909.272.981.836,33 
b. Belanja Daerah dan Transfer   Rp963.324.489.361,00 

        (-) 
c. Defisit Rp54.051.507.524,67 
 
d. Pembiayaan Daerah: 

1. Penerimaan   Rp76.661.645.838,94 

2. Pengeluaran   Rp0,00 

                                    (-) 

 e. Pembiayaan Netto:  Rp76.661.645.838,94 
                     (+) 
 f. Sisa Lebih Pembiayaan 

Anggaran Tahun Berkenaan: Rp22.610.138.314,27 
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Pasal 4 

 
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3, sebagai berikut: 
a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 

Rp33.042.263.671,67 dengan rincian sebagai berikut: 
1. Anggaran Pendapatan 

setelah perubahan Rp942.315.245.508,00 
2. Realisasi Rp909.272.981.836,33 
 

 Selisih kurang Rp33.042.263.671,67 
 

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer 
sejumlah Rp55.681.765.704,00 dengan rincian sebagai 
berikut: 
1. Anggaran Belanja dan Transfer 

setelah perubahan Rp1.019.006.255.065,00 
2. Realisasi Rp963.324.489.361,00 
 

  Selisih kurang Rp55.681.765.704,00 

 
c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah 

Rp22.639.502.032,33 dengan rincian sebagai berikut: 
1. Defisit Anggaran 

setelah perubahan Rp76.691.009.557,00 
2. Defisit Realisasi Rp54.051.507.524,67 
 

  Selisih lebih Rp22.639.502.032,33 
 

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan Pembiayaan 
sejumlah Rp29.363.718,06 dengan rincian sebagai berikut: 
1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan 

setelah perubahan Rp76.691.009.557,00 
2. Realisasi Rp76.661.645.838,94 
 

 Selisih kurang Rp29.363.718,06 

 
e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran Pembiayaan 

sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut: 
1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan 

setelah perubahan Rp0,00 
2. Realisasi Rp0,00 
 

 Selisih Rp 0,00 
 

f. Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan neto sejumlah                    
Rp29.363.718,06 dengan rincian sebagai berikut: 
1. Anggaran Pembiayaan Neto 

setelah Perubahan Rp76.691.009.557,00 
2. Realisasi  Rp76.661.645.838,94 
 

 Selisih kurang Rp29.363.718,06 
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g. Sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun 2024 sejumlah                    

Rp22.610.138.314,27 dengan rincian sebagai berikut: 
 

1. Kas di Kas Daerah : Rp19.027.768.392,05 
2. Kas Dana BLUD : Rp901.759.746,22 
3. Kas Dana Kapitasi : Rp653.466.940,00 
4. Kas Dana BOSP : Rp94.256.701,00 
5. Kas Dana BOK Puskesmas : Rp1.932.886.535,00 
6. SiLPA Tahun 2024 : Rp22.610.138.314,27 

 
 

Pasal 5 
 

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 2 huruf b per 31 Desember 2024, sebagai berikut: 
a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp76.661.645.838,94 
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan 

Pembiayaan Tahun Berjalan Rp76.661.645.838,94 
c. Sisa SAL Rp0,00 
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

(SiLPA) Rp22.610.138.314,27 
e. Sub Total Rp22.610.138.314,27 
f. Koreksi Kesalahan Pembukuan 

Tahun Sebelumnya Rp0,00 
g. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp22.610.138.314,27 

 
 

Pasal 6 
 

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2  
huruf c, untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 
Desember 2024 sebagai berikut: 
a. Jumlah Pendapatan LO : Rp845.915.530.744,10 
b. Jumlah Beban : Rp943.040.873.558,81 
c. Defisit dari Operasi : Rp97.125.342.814,71 
d. Defisit dari Kegiatan 

Non Operasional : Rp2.397.062.597,02 
e. Defisit sebelum Pos 

Luar Biasa : Rp99.522.405.411,73 
f. Pos Luar Biasa : Rp0,00 
g. Defisit LO : Rp99.522.405.411,73 

 
 

Pasal 7 
 

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam       
Pasal 2 huruf d, untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 
Desember 2024 sebagai berikut: 
a. Ekuitas Awal : Rp1.534.927.360.218,33 
b. Defisit LO : Rp99.522.405.411,73 
c. Ekuitas Akhir sebelum Dampak 

Kumulatif : Rp1.435.404.954.806,60 
d. Dampak Kumulatif Perubahan 

Kebijakan/Kesalahan Mendasar : Rp320.502.405.304,65 
e. Ekuitas Akhir : Rp1.755.907.360.111,25 
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Pasal 8 

 
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e per 31 

Desember 2024, sebagai berikut: 
a. Jumlah Aset : Rp1.884.804.394.607,92 
b. Jumlah Kewajiban : Rp128.897.034.496,67 
c. Jumlah Ekuitas : Rp1.755.907.360.111,25 

 
 

Pasal 9 
 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, 
untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 
sebagai berikut: 
a. Saldo Kas di Kas Daerah dan BLUD 

Awal : Rp72.754.984.156,94 
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi : Rp31.285.708.411,33 
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi : Rp(84.121.061.789,00) 
d. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan : Rp0,00 
e. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris : Rp9.897.359,00 

 
f. Saldo Kas di Kas Daerah dan BLUD 

Akhir  : Rp19.929.528.138,27 
 
 

Pasal 10 
 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 huruf g Tahun Anggaran 2024, memuat informasi baik 
secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan. 

 
 

Pasal 11 
 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, 

terdiri dari: 
a. Lampiran I : laporan realisasi anggaran; 

1. Lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran 
menurut urusan pemerintahan daerah dan 
organisasi; 

2. Lampiran I.2 : rincian laporan realisasi anggaran menurut 
urusan pemerintahan daerah, organisasi, 
pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

3. Lampiran I.3 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja 
daerah menurut urusan pemerintahan 
daerah, organisasi, program dan kegiatan; 
dan 

4. Lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja 
daerah untuk keselarasan dan keterpaduan 
urusan pemerintahan daerah dan fungsi 
dalam kerangka pengelolaan keuangan 
negara; 

b. Lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih; 
c. Lampiran III : laporan operasional; 
d. Lampiran IV : laporan perubahan ekuitas; 
e. Lampiran V : neraca; 
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f. Lampiran VI : laporan arus kas; 
g. Lampiran VII : catatan atas laporan keuangan; 
h. Lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah; 

i. Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang 
  tidak tertagih; 

j. Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan 
  penyisihan dana bergulir; 

k. Lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 
l. Lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi penambahan 

  dan pengurangan aset tetap daerah; 
m. Lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap; 
n. Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam 

  pengerjaan; 
o. Lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya; 
p. Lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah; 
q. Lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek; 
r. Lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang; 
s. Lampiran XIX : daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan 

  sampai akhir tahun anggaran 2024 dan 
  dianggarkan kembali dalam tahun anggaran 

berikutnya; 
t. Lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan badan usaha 

  milik daerah/perusahaan daerah, terdiri 
atas; 

1. Lampiran XX.1 : ikhtisar laporan keuangan (neraca) 
badan usaha milik daerah/perusahaan 
daerah; dan 

2. Lampiran XX.2 : ikhtisar laporan keuangan (laporan 
laba/rugi) badan usaha milik daerah/ 
perusahaan daerah. 

 
 

Pasal 12 
 

Bupati menetapkan penjabaran pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai rincian lebih 

lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 11 

 
BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 13 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah. 
 
 

Ditetapkan di Koba 
pada tanggal  26  Agustus  2025 

 
BUPATI BANGKA TENGAH, 

 
 

ttd/dto 
 

ALGAFRY RAHMAN 
 
 
Diundangkan di Koba 
pada tanggal  26  Agustus  2025 
 
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TENGAH, 
 
 
ttd/dto 
 
 
AHMAD SYARIFULLAH NIZAM 
 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2025         
NOMOR  334 
 
 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (  2.8/2025  ) 
 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KAB. BANGKA TENGAH, 
  

 

 
EKA BUDIANTA, MH 

PENATA Tk.I 
NIP. 19890501 201501 1 001 
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PENJELASAN 

 
ATAS  

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 

NOMOR  2  TAHUN 2025 
 

TENTANG 
 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
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I. UMUM 
 

Peraturan daerah ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 31 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan 
ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terkahir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang mengamanatkan bahwa 
Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa 
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, 
selambat lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 
Laporan keuangan tersebut setidak-tidaknya meliputi: 
a. laporan realisasi anggaran; 
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 
c. neraca; 
d. laporan operasional; 
e. laporan arus kas; dan 
f. laporan perubahan ekuitas; dan 
g. catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan 

keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

 
Adapun bentuk dan isi laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

APBD sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17    
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disusun dan disajikan sesuai 
dengan standar akuntansi pemerintahan. 

 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan bentuk 

kewajiban dari pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan 
keuangan daerah secara tertib, taat dalam melaksanakan amanat dalam 
ketentuan peraturan perundang-undangan, penguatan nilai efesiensi, 
ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan 
dan kepatutan. 
 
 

II. PASAL DEMI PASAL 
 
Pasal 1 

Cukup jelas 
 

Pasal 2 
Cukup jelas 
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Pasal 3 

Cukup jelas 
 

Pasal 4 
Cukup jelas 
 

Pasal 5 
Cukup jelas 
 

Pasal 6 
Cukup jelas 
 

Pasal 7 
Cukup jelas 
 

Pasal 8 
Cukup jelas 
 

Pasal 9 
Cukup jelas 

 
Pasal 10 

Cukup jelas 
 

Pasal 11 
Cukup jelas 
 

Pasal 12 
Cukup jelas 
 

Pasal 13 
Cukup jelas 
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